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PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2021/PA Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat kumulasi Hak Hadhonah pada tingkat pertama dalam sidang

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Januari 1989 (umur 32 Tahun),
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat
tinggal di Jalan Pejanggik Gang Il No.15, RT.003 RW.081,
Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, disebut
sebagai : Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Kupang, pada tanggal 10 Mei 1987 (umur 34 tahun),
agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
tempat tinggal di Jalan Ngesrep Timur 1l No.63, RT.- RW.-,
Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang,

disebut sebagai : Tergugat:

Pengadilan Agama Mataram tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juni 2021 telah
mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 358/Pdt.G/2021/PA Mtr., tanggal
18 Juni 2021 , dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013,

Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat
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oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banyumanik, Kota Semarang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta
Nikah Nomor: 0048/48/1/2013, tertanggal 23 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan
Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Lewirato, Kecamatan
Mpunda, Kota Bima, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah
tinggal di Rumah Penggugat di Royal Village No0.99, Jalan Pariwisata
Meninting, Lombok Barat selama kurang lebih 4 tahun dan berpindah
tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Pejanggik Gang Il No.15, RT.003
RW.081, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram selama
kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang
masing-masing bernama:
a. Lintang Aloresia Mau, Perempuan, Umur 7 Tahun
(Denpasar, 01 Agustus 2013);
b. Alden Sagarabima Mau, Laki-laki, Umur 6 Tahun
(Mataram, 05 April 2015);
4. Bahwa sejak September 2016 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan antara lain;
a. Tergugat tidak memiliki kesepahaman lagi dengan Penggugat;
b. Tergugat menjalankan keyakinan yang berbeda dengan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Mei 2019 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak
berhasil, maka dari itu pada bulan Juni 2019 Tergugat mengembalikan
Penggugat di depan orangtua Penggugat, dan selama itu sudah tidak ada
lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2019 hingga
sekarang selama kurang lebih 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri
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tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak
lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
penghasilan per bulan sejumlah Rp 12.000.000, maka jika terjadi perceraian
Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah selama
masa Iddah sejumlah Rp 5.000.000 dan mutah berupa uang sejumlah Uang
Rp.1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta
Cerai;

8. Bahwa untuk terjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah
Iddah dan Mutah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama
Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama
Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan
rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon
agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat;

10. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat
membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan
sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp
7.000.000 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk
memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui
Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut
dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20
persen pertahunnya;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk

menyelesaikan permasalahan antara Penggugat denganTergugat;
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12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Tiga Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat

sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 5.000.000
b. Mutah berupa Uang sejumlah Rp 1.000.000

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan
Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi Diktum

angka 3 di atas;

5. Menetapkan Penggugugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak

yang bernama:

a. Lintang Aloresia Mau, Perempuan, Umur 7 Tahun (Denpasar, 01
Agustus 2013);

b. Alden Sagarabima Mau, Laki-laki, Umur 6 Tahun (Mataram, 05 April
2015);

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua
anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 di atas sejumlah
Rp. 7.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung

sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau
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mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen

setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7.Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDER :
Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
358/P.dt.G/2021/PA.Mtr.,tanggal 21 Juni 2021 dan tanggal 08 Juli 2021 yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
358/P.dt.G/2021/PA.Mtr.,tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 23 Juli 2021 yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai
gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya
berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
358/P.dt.G/2021/PA.Mtr.,tanggal 21 Juni 2021 dan tanggal 08 Juli 2021 yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
358/P.dt.G/2021/PA.Mtr.,tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 23 Juli 2021 yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
358/P.dt.G/2021/PA.Mtr.,tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 08 Juli 2021 yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ,
maka Penggugat dianggap tidak bersungguh —sungguh dalam berperkara,
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat patut
dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
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perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana
dalam amar putusan ini ;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp.400.000,00 ( Empat ratus ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilang

sungkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi , bertepatan
dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai
ketua Majelis,H.Abidin H Achmad,S.H dan Drs.H.Nasrudin,S.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Muhamad Yusuf,S.H.sebagai
Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H.Abidin Achmad,S.H Dra. Hj.Kartini.
Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

H.Muhamad Yusuf,S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00
. Biaya Proses :Rp. 50.000,00
. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,00
. Biaya PNBP panggilan :Rp. 20.000,00
. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,00
. Biaya Materai :Rp. 10.000,00

o 0o~ WDN P

Jumlah Rp. 400.000,00

( Empat ratus ribu rupiah );
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